| sALINAN |

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 10 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Batang Hari merupakan suatu arahan dan
pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang. . ........



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan daerah (Berita Negara Republik indonesia
tahun 2010 Nomor 517)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 - 2021.

Pasall..........



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Batang Hari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Batang Hari;

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dolumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun
untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya
diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalm perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang siginifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

17.Kebijakan. . ........



17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

19. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran
dengan sistematika terdiri dari :

BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BABV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI : PENUTUP

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan
RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pasal5..........



Pasal 5

RPJMD Kabupaten Batang Hari menjadi dokumen rujukan bagi
Kabupaten dalam menyusun dokumen-dokumen pembangunan daerah
agar selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 6

RPJMD diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Batang Hari dan Provinsi Jambi dalam Penyusunan
perencanaan pembangunan di daerah.

Pasal 7

RPJMD dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda ke dalam RKPD setiap tahun
sebagai dasar:

a. penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditelah di verifikasi Bappeda
untuk disahkan oleh Bupati; dan

b. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara oleh Bupati.

Pasal 8

RPJMD ini dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Pasal 10

RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
RKPD Tahun 2022 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta
dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil
Pemilihan Umum Tahun 2020 nanti untuk menyusun RPJMD 2021 -2026
serta RKPD Tahun 2022, maka pemerintah daerah menyusun Rancangan
RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan
masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani
sampai dengan tahun 2021 dan masalah-masalah pembangunan yang
akan dihadapi dalam tahun 2022.

Pasal 12..........



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 — Agustus - 2016
BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 — Agustus - 2016
PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Cap ttd

BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR: 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(10 ), (10) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I
NIP. 196909291994031005




